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[bookmark: _TOC_250037]BAB I PENDAHULUAN
1.1. [bookmark: _TOC_250036]Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, menghadapi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola keuangan desa. Sistem informasi pendukung tata kelola keuangan desa yang bermasalah serta kurangnya pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap pengelolaan sistem tersebut telah menghambat administrasi keuangan. Selain itu, peralihan dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai menciptakan kendala dalam proses belanja di desa, sehingga berdampak pada efektivitas penggunaan dana desa.
Implementasi sistem informasi keuangan desa berbasis teknologi informasi telah terbukti meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian oleh Umayah et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berperan positif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa di Kabupaten Kediri. Namun, kurangnya pemahaman dan keterampilan SDM dalam mengoperasikan sistem ini dapat menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan desa.
Peralihan dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai di lingkungan
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pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Namun, perubahan ini seringkali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan resistensi dari aparat desa yang belum terbiasa dengan metode pembayaran non-tunai. Penelitian oleh Ramadhan (2022) menekankan pentingnya perancangan sistem informasi keuangan berbasis web yang sesuai dengan kondisi dan karakter wilayah serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang tersedia. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi kendala tersebut, termasuk penyediaan infrastruktur yang memadai dan sosialisasi yang efektif.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, yang didukung oleh sistem informasi yang andal, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam program-program desa. Sebagai contoh, penelitian oleh Nugroho (2022) menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan berbasis web dapat membantu kinerja karyawan dalam penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan data yang lebih terorganisir, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dalam konteks Desa Tanjung Batu, permasalahan yang dihadapi mencerminkan pentingnya integrasi antara teknologi informasi dan penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan sistem informasi keuangan yang sesuai, disertai dengan pelatihan yang memadai bagi aparat desa, dapat mengatasi hambatan dalam administrasi keuangan dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa.
Penelitian  ini  memiliki  urgensi  yang  tinggi  untuk  mengidentifikasi
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permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan desa serta mengembangkan solusi yang relevan. Dengan memahami permasalahan yang ada dan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi, Desa Tanjung Batu dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul “Studi Eksplorasi Kesiapan SDM dalam Peralihan Sistem Pembayaran Tunai ke Non-Tunai: Studi pada Sistem Informasi Keuangan Desa Tanjung Batu”.
1.2. [bookmark: _TOC_250035]Isu Masalah

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam memastikan tercapainya pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. Namun, berbagai kendala seringkali menghambat efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan desa. Berikut adalah isu-isu utama yang dihadapi Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa:
1) Sistem informasi keuangan desa yang bermasalah akibat kurangnya pemahaman SDM dalam mengelola sistem tersebut
Sistem informasi keuangan desa, seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun, kurangnya pemahaman dan keterampilan SDM dalam mengoperasikan sistem ini menjadi kendala yang signifikan. Aparat desa sering kali tidak memiliki pelatihan yang memadai, sehingga kesalahan administrasi keuangan kerap terjadi. Akibatnya, proses penyusunan laporan keuangan menjadi tidak efektif, yang dapat memengaruhi kepercayaan


masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

2) Kendala dalam peralihan sistem pembayaran dari tunai ke non-tunai yang menghambat proses belanja di desa
Kebijakan pemerintah yang mendorong peralihan dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Namun, pelaksanaan kebijakan ini di tingkat desa menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya infrastruktur teknologi, akses internet yang tidak merata, serta minimnya pemahaman aparat desa mengenai prosedur pembayaran non-tunai. Hambatan ini tidak hanya memperlambat proses belanja desa tetapi juga memengaruhi efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung program-program pembangunan.
1.3. [bookmark: _TOC_250034]Pertanyaan Penelitian

1) Bagaimana tingkat pemahaman SDM Desa Tanjung Batu dalam mengelola sistem informasi keuangan desa?
2) Bagaimana implikasi peralihan sistem pembayaran non-tunai dalam efektivitas pengelolaan keuangan desa?
1.4. [bookmark: _TOC_250033]Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1) Menganalisis tingkat pemahaman SDM Desa Tanjung Batu dalam pengelolaan sistem informasi keuangan desa.
2) Menganalisis implikasi peralihan sistem pembayaran non-tunai dalam efektivitas pengelolaan keuangan desa.


1.5. [bookmark: _TOC_250032]Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1) Manfaat Akademis

Menambah wawasan ilmiah mengenai pengelolaan keuangan desa dan peran sistem informasi dalam mendukung administrasi keuangan.
2) Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Desa Tanjung Batu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa.
3) Manfaat bagi Masyarakat

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program desa melalui pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efisien.


[bookmark: _TOC_250031]BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. [bookmark: _TOC_250030]Landasan Konseptual

2.1.1. [bookmark: _TOC_250029]Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Flambonita et al., 2022). Kegiatan ini harus dilaksanakan dengan berlandaskan asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan prinsip disiplin anggaran (Badrudin & Siregar, 2021). Proses pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam rentang waktu satu tahun anggaran, dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember (Wahyuni & Sriyanto, 2023). Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan dana desa digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa berperan penting dalam menentukan suksesnya pembangunan di tingkat desa dan berkontribusi pada kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan (Flambonita et al., 2022).
Tahapan pengelolaan keuangan desa dimulai dengan perencanaan. Tahapan perencanaan diawali dengan musyawarah desa yang melibatkan berbagai elemen, seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat setempat, guna memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Basri et
6



al., 2021).

Tahap pelaksanaan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam satu periode anggaran tahunan, dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Berdasarkan APBDes tersebut, disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan meliputi pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, serta perubahan APBDes (Faizah & Halima, 2023).
Pada tahap penatausahaan, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan atau direalisasikan akan diklasifikasikan dan disusun secara sistematis berdasarkan transaksi yang terjadi agar dapat dilaporkan dengan baik. Penatausahaan keuangan desa merupakan proses pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup pencatatan dan pengorganisasian dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan desa (Faizah & Retnosari, 2022).
Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Laporan keuangan yang disusun secara periodik harus disampaikan kepada BPD, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban (Sari & Widyawati, 2021). Penelitian oleh Gibran et al. (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pelaporan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong
7



partisipasi aktif dalam pembangunan.

Keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, sehingga penggunaan dana desa dapat lebih akuntabel dan tepat sasaran (Indriani et al., 2019).
Selain partisipasi masyarakat, kualitas SDM aparatur desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa. Kompetensi yang memadai dalam bidang administrasi dan keuangan akan memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi investasi penting bagi pemerintah desa untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik (Sunaryadi et al., 2021).
2.1.2. Peran Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan dana desa yang efektif tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusia di desa, khususnya perangkat desa. Mereka harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan anggaran, penyusunan anggaran, serta prosedur pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien, serta pengawasan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam pengelolaan dana desa (Meylid & Yuliani, 2024).


1) Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Kesuksesan pengelolaan dana desa sangat bergantung pada proses perencanaan yang baik. Pemerintah desa perlu melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan desa. Oleh karena itu, aparat desa, termasuk kepala desa, harus memiliki kemampuan dalam menyusun rencana kerja yang selaras dengan visi dan misi pembangunan desa. Pengalaman dan pemahaman dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat penting agar dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.
2) Pelaksanaan Kegiatan dan Program Desa

Agar program pembangunan yang didanai oleh dana desa dapat berjalan sesuai rencana, dibutuhkan SDM yang memiliki keahlian teknis dalam pengelolaan proyek, termasuk tender pengadaan barang/jasa dan pembangunan infrastruktur. Kualitas SDM desa yang baik akan menjamin kegiatan berjalan tepat waktu, berkualitas, dan sesuai anggaran. Sebaliknya, tanpa kemampuan manajerial yang memadai, proyek pembangunan di desa rentan terhadap kegagalan atau penyelewengan.
3) Pengawasan dan Akuntabilitas

Agar dana desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pengawasan yang transparan dan objektif sangatlah penting. Dalam hal ini, sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan  tersebut,  baik  secara  internal  maupun  dengan  melibatkan


partisipasi masyarakat. Selain itu, SDM desa juga perlu memahami pentingnya laporan pertanggungjawaban yang jelas dan dapat diakses oleh publik, guna memastikan proses pengelolaan dana desa berjalan dengan baik.
2.1.3. [bookmark: _TOC_250028]Sistem Informasi Keuangan Desa

Sistem informasi keuangan desa adalah perangkat lunak terintegrasi yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan data keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan (Watulingas et al., 2019). Implementasi sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan desa, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur (Sinaga et al., 2022).
Efektivitas penerapan sistem informasi keuangan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur teknologi yang tersedia di desa (Fristanti & Choiriyah, 2025). Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap teknologi informasi dan keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet yang tidak stabil, menjadi kendala utama dalam implementasi sistem tersebut. Hal ini mengakibatkan proses pengelolaan keuangan desa tidak berjalan optimal dan tujuan dari penerapan sistem informasi keuangan desa tidak tercapai sepenuhnya (Mahin, 2024).
Manfaat utama dari penerapan sistem informasi keuangan desa adalah penyediaan data keuangan yang akurat dan real-time, yang mempermudah pengambilan keputusan oleh pemerintah desa. Dengan data yang tersedia secara real-time, pemerintah desa dapat melakukan evaluasi dan perencanaan anggaran
10



dengan lebih efektif (Fajariyanto et al., 2025). Selain itu, sistem informasi keuangan desa juga memfasilitasi transparansi dalam pengelolaan keuangan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi keuangan desa dengan lebih mudah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Amelda et al., 2024).
Implementasi sistem informasi keuangan desa memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tanpa komitmen tersebut, manfaat dari sistem informasi keuangan desa tidak akan dapat dirasakan secara maksimal (Ningsih et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi keuangan, termasuk pelatihan bagi aparat desa, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan sistem informasi keuangan desa. Pendekatan ini akan memastikan bahwa sistem tersebut dapat berfungsi dengan optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pengelolaan keuangan desa (Miftahurrohman et al., 2023).
Pengembangan sistem informasi keuangan desa yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa, akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik (Pasaribu et al., 2023). Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat membantu dalam pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi sistem informasi keuangan desa, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa (Setiawan & Supriyanti, 2024).
11



2.1.4. [bookmark: _TOC_250027]Pembayaran Non-Tunai

Pembayaran non-tunai merupakan proses pemindahan sejumlah dana dari satu pihak ke pihak lain yang dilakukan melalui instrumen seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik, atau instrumen serupa (Husain, 2018). Penerapan pembayaran non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa memiliki tujuan utama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dana serta memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik (Nada, 2024). Studi oleh Widayati (2024) menunjukkan bahwa transaksi non-tunai berpengaruh positif terhadap pengawasan dan transparansi, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Peralihan dari sistem tunai ke non-tunai merupakan proses yang kompleks dan tidak mudah. Banyak desa yang masih menghadapi tantangan terkait infrastruktur, seperti terbatasnya akses internet dan kurangnya perangkat teknologi yang memadai (Yuliana & Natalia, 2025). Keterbatasan ini dapat menghambat implementasi sistem pembayaran non-tunai secara efektif. Penelitian Nasution (2022) menunjukkan bahwa desa-desa yang memiliki infrastruktur yang lebih baik cenderung lebih cepat dalam mengadopsi sistem ini.
Selain faktor infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem pembayaran non-tunai. Pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan teknologi finansial perlu ditingkatkan agar aparatur desa dapat mengoperasikan sistem dengan baik (Suhendri et al., 2020). Istanto dan Mursyidah (2024) menekankan pentingnya


komunikasi efektif dan kerjasama birokrasi dalam mendukung operasionalisasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk mencapai transparansi yang diharapkan.
Infrastruktur teknologi yang handal, khususnya jaringan internet merupakan prasyarat utama dalam penerapan sistem transaksi non-tunai. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, implementasi sistem tersebut berpotensi mengalami kendala teknis yang dapat menghambat kelancaran proses transaksi (Hairat, 2024). Haryono & Jering (2020) mengungkapkan bahwa meskipun Kabupaten Landak telah menerapkan transaksi non-tunai sejak 2018, masih terdapat kendala yang berasal dari pihak eksternal, seperti penyedia layanan perbankan dan jaringan internet.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, penyedia layanan teknologi, dan masyarakat desa. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, perbaikan infrastruktur, serta sosialisasi yang intensif mengenai manfaat dan cara kerja sistem non-tunai menjadi langkah strategis yang harus ditempuh (Nada, 2024). Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi sistem non-tunai perlu dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul dan mencari solusi yang tepat. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan membantu dalam menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal (Wijaya et al., 2021).
Dengan adanya komitmen yang kuat dan kerjasama dari seluruh pihak terkait, transisi menuju sistem pembayaran non-tunai di desa dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan


akuntabilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan yang lebih modern dan efisien (Hendrawan et al., 2019).
2.1.5. [bookmark: _TOC_250026]Dasar Hukum Pembayaran Non-Tunai

Dalam upaya optimalisasi asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa. Perubahan ini menekankan pentingnya implementasi transaksi non tunai dalam penatausahaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tahun 2019 tentang Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2022).
Ketentuan pokok terkait implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:
1) Jenis Pengeluaran
Pengeluaran langsung dari Kaur Keuangan dapat dilakukan melalui dua metode:
a. Tunai, untuk:

· Pengeluaran bersifat rutin seperti pembayaran penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
· Panjar kegiatan non rutin melalui Pejabat Pelaksana Kegiatan Desa


(PPKD);

· Pembayaran uang muka pengadaan barang/jasa.

b. Transfer melalui bank, untuk pengeluaran rutin dan semua pengeluaran pengadaan barang/jasa bernilai besar.
2) Batasan Nilai Transaksi

a. Untuk pengeluaran di bawah Rp5.000.000,00 dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer.
b. Untuk pengeluaran Rp5.000.000,00 atau lebih wajib dilakukan melalui transfer bank.
3) Penggunaan	Sistem	Elektronik	Penatausahaan	keuangan	desa	wajib menggunakan:
a. Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes);

b. Cash Management System (CMS) terintegrasi dengan aplikasi perbankan untuk validasi dan pencairan dana secara elektronik.
4) Biaya Administrasi. Biaya administrasi atas transaksi transfer melalui bank dibebankan kepada penerima transfer.
5) Dokumentasi Wajib. Setiap transaksi non tunai wajib didukung oleh dokumen:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b. Bukti transfer;

c. Kwitansi pembayaran;

d. Dokumen pendukung lain, seperti surat perjanjian kontrak (untuk belanja barang/jasa).


2.2. [bookmark: _TOC_250025]Penelitian Terdahulu

Nada (2024) melakukan penelitian implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan dana desa di Desa Banjar Negeri. Penelitian ini menggunakan teknik tipologi dalam menganalisis datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi non-tunai dalam pengelolaan dana desa di Desa Banjar Negeri belum sepenuhnya diterapkan karena pemerintah desa belum siap. Saat ini, transaksi non- tunai hanya digunakan untuk pembayaran gaji atau honor kepala desa, sekretaris desa, bendahara, aparatur desa, dan lembaga desa.
Husain (2018) menguji pengelolaan keuangan daerah: kebijakan transaksi non tunai (studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa sudah mengacu pada prinsip good governance, tetapi belum optimal. Selain itu, penerapan transaksi non-tunai untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi masih belum efektif karena kendala infrastruktur dan rekening.
Maulina & Ritonga (2020) melakukan analisis implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah (studi pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi multikasus dan menggunakan dua teknik analisis data yaitu analisis data kasus individu dan analisis data lintas kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan transaksi non-tunai di Kabupaten Agam masih rendah dibandingkan dengan Kota Padang Panjang. Kendala utama di Kabupaten Agam yaitu kurangnya sosialisasi, keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya kontrol transaksi, rendahnya komitmen pimpinan, serta


tidak adanya sistem reward dan punishment. Selain itu, kedua daerah menghadapi masalah regulasi yang belum kuat secara hukum serta sistem dan prosedur yang belum diperbarui.
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

	No.
	Nama Peneliti
	Judul
	Metode Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	Nada (2024)
	Implementasi
Transaksi   Non
Tunai	pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Banjar Negeri
	Metode
Deskriptif Kualitatif
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi non-tunai dalam pengelolaan dana desa di Desa Banjar Negeri	belum sepenuhnya diterapkan karena pemerintah desa belum siap. Saat ini, transaksi non-tunai hanya digunakan untuk pembayaran gaji atau honor kepala desa, sekretaris		desa,
bendahara, aparatur desa, dan lembaga desa.

	2.
	Husain (2018)
	Pengelolaan Keuangan Daerah:
Kebijakan
Transaksi Non Tunai (Studi pada Pemerintah
Daerah
Kabupaten Gowa)
	Metode Kualitatif
	Hasil	penelitian menunjukkan bahwa transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan		daerah Kabupaten Gowa sudah mengacu pada prinsip good governance, tetapi belum optimal. Selain itu, penerapan transaksi non-tunai			untuk meningkatkan
akuntabilitas	dan
transparansi masih belum efektif karena kendala infrastruktur dan rekening.

	3.
	Maulina &
	Analisis
Implementasi
	Metode Kualitatif
	Hasil	analisis menunjukkan		bahwa




	No.
	Nama Peneliti
	Judul
	Metode Penelitian
	Hasil Penelitian

	
	Ritonga (2020)
	Transaksi
Nontunai pada Pemerintah
Daerah (Studi pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang)
	
	penerapan transaksi non-tunai di Kabupaten Agam masih rendah dibandingkan dengan Kota Padang Panjang. Kendala utama di Kabupaten Agam yaitu kurangnya sosialisasi, keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya kontrol	transaksi, rendahnya komitmen pimpinan, serta tidak adanya sistem reward dan punishment. Selain itu, kedua daerah menghadapi masalah regulasi yang belum kuat secara hukum serta
sistem dan prosedur yang belum diperbarui.


Sumber: Penulis, 2025

2.3. [bookmark: _TOC_250024]Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, transisi dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa menjadi fokus utama. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan desa. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan infrastruktur teknologi, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung.
Studi eksplorasi ini bertujuan untuk memahami kesiapan SDM dalam menghadapi peralihan sistem pembayaran tersebut. Kesiapan ini meliputi pemahaman aparatur desa terhadap sistem non-tunai, kemampuan teknis dalam


pengoperasian sistem keuangan berbasis digital, serta kesiapan regulasi dan infrastruktur yang mendukung.
Secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali lebih dalam mengenai kendala yang dihadapi dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasi sistem non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan transisi ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan transparan.
Berikut merupakan skema kerangka berpikir dalam penelitian ini:
Tujuan Penelitian
1. Menganalisis Pemahaman SDM
2. Mengidentifikasi Dampak Peralihan Sistem

Masalah yang Dihadapi
1. Kesiapan SDM
2. Infrastruktur Teknologi
Studi Eksplorasi Kesiapan SDM dalam Peralihan Sistem Pembayaran Tunai ke Non-Tunai: Studi pada Sistem Informasi Keuangan Desa Tanjung Batu
1. Rekomendasi untuk Pengelolaan Keuangan Desa
2. Peningkatan Pemahaman SDM
Pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan Metode Studi Kasus

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Sumber: Penulis, 2025


BAB III

METODOLOGI PENELITIAN


3.1. [bookmark: _TOC_250023]Definisi Operasional Konseptual

Dalam konteks penelitian ini, beberapa konsep kunci yang menjadi fokus eksplorasi dijelaskan sebagai berikut:
1. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kesiapan SDM merujuk pada kondisi dan kemampuan aparatur desa dalam memahami, menerima, dan mengoperasikan sistem informasi keuangan desa serta sistem pembayaran non-tunai. Kesiapan ini dilihat dari:
a. Pemahaman terhadap sistem keuangan desa (seperti aplikasi SISKEUDES),
b. Kesiapan teknis dan kemampuan menggunakan perangkat teknologi,

c. Sikap terhadap perubahan, termasuk resistensi atau keterbukaan terhadap sistem baru.
2. Peralihan Sistem Pembayaran Tunai ke Non-Tunai
Konsep ini menggambarkan proses transisi dalam tata kelola keuangan desa, dari metode pembayaran manual (tunai) ke metode digital (non-tunai) seperti transfer melalui rekening bank. Fokus eksplorasi mencakup:
a. Proses implementasi sistem pembayaran non-tunai di lingkungan desa,

b. Kendala yang dihadapi dalam praktik, baik teknis maupun non-teknis,

c. Respons aparatur desa terhadap perubahan sistem tersebut.
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3. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Efektivitas dalam konteks ini merujuk pada tingkat keberhasilan pelaksanaan sistem keuangan desa, khususnya pasca-digitalisasi, dalam mencapai tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan yang baik. Eksplorasi diarahkan pada:
a. Persepsi aparat desa terhadap manfaat sistem informasi dan pembayaran non-tunai,
b. Dampaknya terhadap pelaporan, pencatatan, dan pertanggungjawaban keuangan desa,
c. Dinamika yang muncul selama proses implementasi.

3.2. [bookmark: _TOC_250022]Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Desain penelitian ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam permasalahan pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Batu. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika pengelolaan keuangan desa secara holistik, termasuk kendala yang dihadapi oleh aparat desa dan masyarakat setempat.
Metode studi kasus dipilih karena relevansinya dalam mengeksplorasi fenomena kompleks dalam konteks nyata. Menurut Yin (2018), studi kasus adalah pendekatan yang efektif untuk mengungkapkan hubungan antara berbagai elemen dalam suatu sistem, seperti interaksi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sistem informasi keuangan. Penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi,
21



serta data sekunder dari laporan keuangan desa dan dokumen terkait lainnya.

Selain itu, analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dengan fokus penelitian. Metode analisis tematik banyak diaplikasikan dalam penelitian kualitatif karena menyajikan struktur analisis yang sistematis dan fleksibel, sehingga memudahkan proses pengidentifikasian, penganalisisan, serta interpretasi terhadap pola makna dalam data yang dikumpulkan (Ahmed et al., 2025). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem informasi keuangan desa dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
3.3. [bookmark: _TOC_250021]Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Batu.
1) Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk perangkat desa, dan pengelola keuangan desa. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk efektivitas penggunaan sistem informasi keuangan. Selain wawancara, observasi lapangan juga dilakukan untuk memahami konteks lokal dan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan secara lebih nyata. Menurut Silverman (2020), data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam sangat penting dalam penelitian kualitatif karena memberikan wawasan


langsung dari subjek yang terlibat.

2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi seperti laporan anggaran desa, serta data penggunaan dan penerapan sistem informasi keuangan desa. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memverifikasi temuan dari data primer serta untuk memberikan latar belakang kontekstual mengenai sistem pengelolaan keuangan di desa. Seperti yang dikemukakan oleh Bowen (2009), analisis dokumen merupakan metode penting dalam penelitian kualitatif, karena dokumen-dokumen tersebut dapat menyediakan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi.
3.4. [bookmark: _TOC_250020]Informan

Informan penelitian meliputi:

1) Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

2) Pengelola keuangan desa.

3.5. [bookmark: _TOC_250019]Analisis Data
Data dianalisis menggunakan metode tematik, yaitu:
1) Reduksi Data: Mengidentifikasi Tema Utama
Tahap pertama dalam analisis tematik adalah reduksi data, di mana peneliti menyederhanakan data yang diperoleh dengan mengidentifikasi tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan disisihkan, sedangkan informasi yang mendukung fokus penelitian disusun secara sistematis. Reduksi data ini dilakukan untuk memastikan bahwa analisis hanya


berfokus pada aspek-aspek penting (Miles et al., 2020).

2) Penyajian Data: Narasi Deskriptif

Setelah tema utama diidentifikasi, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan temuan penelitian secara jelas dan terperinci. Narasi ini memberikan wawasan mendalam tentang konteks data serta bagaimana tema tersebut saling berhubungan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang sistematis mempermudah pembaca untuk memahami konteks dan dinamika dari fenomena yang dikaji. Hal ini sesuai dengan pandangan Nowell et al. (2017), yang menekankan bahwa narasi deskriptif berperan penting untuk memvisualisasikan pola-pola yang muncul dari data kualitatif.
3) Kesimpulan: Merumuskan Temuan Penelitian

Tahap akhir adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis tema yang telah diidentifikasi. Kesimpulan ini tidak hanya berupa ringkasan, tetapi juga mencerminkan interpretasi peneliti terhadap data, yang didukung oleh bukti empiris. Kesimpulan yang baik harus menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan kontribusi terhadap teori atau praktik (Miles et al., 2020).
Penjelasan alur analisis data dapat dilihat pada flowchart dibawah ini:



Mulai
Reduksi Data
(Menyortir, merangkum, memilih data penting )
Pengumpulan Data
(Wawancara & Dokumentasi)
Penyajian Data
(Dalam bentuk naratif, tabel, atau diagram)


Selesai
Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
(Menafsirkan makna dan memastikan validitas temuan )

Gambar 3.1 Flowchart Analisis Data
Sumber: Penulis, 2025

3.6. [bookmark: _TOC_250018]Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui:

1) Triangulasi

Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas. Yin (2018) menekankan


pentingnya menggunakan berbagai sumber data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh.
2) Member Check: Memastikan validitas hasil wawancara melalui konfirmasi dengan informan. Proses ini melibatkan pemberian kesempatan kepada informan untuk memeriksa transkrip wawancara dan memberikan koreksi atau klarifikasi jika diperlukan (Birt et al., 2016).
3) Audit Trail

Audit trail melibatkan pencatatan rinci seluruh tahapan proses penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi. Tujuan utama metode ini adalah untuk menciptakan transparansi dan memastikan bahwa langkah- langkah penelitian dapat diulang oleh peneliti lain. Koch (2006) menjelaskan bahwa audit trail membantu menjamin keandalan dan keabsahan penelitian dengan memberikan rekam jejak yang jelas mengenai bagaimana data dihasilkan dan dianalisis. Dalam penelitian ini, audit trail mencakup catatan lapangan, rekaman wawancara, transkrip, serta log analisis data.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. [bookmark: _TOC_250017]Gambaran Umum Lokasi dan Informan Penelitian

4.1.1. [bookmark: _TOC_250016]Profil Desa Tanjung Batu

Desa Tanjung Batu merupakan salah satu desa yang secara administratif berada di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini memiliki posisi geografis yang strategis dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara: Desa Embalut

b. Sebelah Selatan: Desa Bukit Raya

c. Sebelah Barat: Desa Loa Ulung

d. Sebelah Timur: Desa Karang Tunggal dan Manunggal Jaya.

Desa Tanjung Batu merupakan hasil pemekaran dari Desa Embalut yang didirikan pada tahun 2007. Secara topografi, desa ini berada di dataran rendah dan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Tanjung Batu Atas yang dikenal sebagai daerah daratan, dan Tanjung Batu Bawah yang merupakan wilayah pesisir. Desa Tanjung Batu memiliki luas wilayah sebesar 1.406,48 hektare dan berjarak sekitar 20 km dari pusat pemerintahan kota. Iklim di Desa Tanjung Batu, sebagaimana desa-desa lain di Indonesia, mengalami dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, yang secara langsung memengaruhi pola tanam masyarakat setempat.

4.1.2. [bookmark: _TOC_250015]Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu kunci yang terlibat
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langsung dalam pengelolaan keuangan desa dan implementasi sistem pembayaran non-tunai di Desa Tanjung Batu. Pemilihan informan didasarkan pada peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem administrasi keuangan desa, sehingga dapat memberikan perspektif yang komprehensif mengenai kesiapan SDM dan tantangan yang dihadapi. Informan penelitian meliputi:
1) Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Mereka memberikan pandangan mengenai kebijakan umum, dukungan pemerintah daerah, serta kesiapan keseluruhan perangkat desa dalam menghadapi perubahan sistem.
2) Pengelola Keuangan Desa (Kaur Keuangan/Bendahara Desa)

Informan ini memberikan informasi mendalam mengenai pengalaman praktis dalam mengoperasikan sistem keuangan desa, tantangan teknis, serta persepsi terhadap efektivitas dan transparansi sistem non-tunai.
Berikut adalah profil informan dalam penelitian ini:

Tabel 4.1
Profil Informan
	No.
	Nama
	Jabatan
	Pendidikan

	1.
	Husniyansyah, S.E
	Kepala Desa
	S1

	2.
	Fitriansyah
	Sekretaris Desa
	SLTA

	3.
	M. Habibi, S.M
	Kaur Keuangan
	S1


Sumber: Data Pokok Desa/Kelurahan Tanjung Batu, 2025

4.2. [bookmark: _TOC_250014]Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kasus. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran  komprehensif  mengenai  kesiapan  SDM  dalam  peralihan  sistem
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pembayaran tunai ke non-tunai di Desa Tanjung Batu.

4.2.1. [bookmark: _TOC_250013]Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya di lapangan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui dua metode utama:
1) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam bertujuan untuk menggali informasi secara rinci dan mendalam mengenai persepsi, pengalaman, pemahaman, serta tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa terkait pengelolaan keuangan desa dan implementasi sistem pembayaran non-tunai. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan nuansa dari setiap jawaban informan.
Wawancara dilakukan dengan informan kunci, yaitu Kepala Desa (Bapak Husniansyah), Sekretaris Desa (Bapak Fitriansyah), dan Kaur Keuangan/Bendahara Desa (Bapak Habibi). Pertanyaan wawancara dirancang untuk mencakup aspek-aspek seperti definisi pembayaran non-tunai, jenis transaksi yang menggunakan non-tunai, kesiapan perangkat desa, pelatihan yang diterima, ketersediaan infrastruktur, dukungan pemerintah daerah, kendala yang dihadapi, serta harapan terhadap sistem ini ke depannya.
Wawancara dilakukan secara tatap muka, memungkinkan interaksi dua arah dan klarifikasi langsung atas informasi yang diberikan. Setiap wawancara direkam (dengan izin informan) dan kemudian ditranskrip untuk analisis lebih lanjut.


2) Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan untuk memahami konteks fisik dan sosial di Desa Tanjung Batu, serta mengamati secara langsung proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan penggunaan sistem informasi keuangan. Observasi ini membantu peneliti memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang lingkungan penelitian.
Pengamatan difokuskan pada ketersediaan infrastruktur teknologi (seperti komputer dan akses internet di kantor desa), interaksi antar perangkat desa dalam mengelola keuangan, serta suasana umum di kantor desa yang mungkin mencerminkan efisiensi atau kendala dalam administrasi.
Peneliti melakukan kunjungan langsung ke kantor Desa Tanjung Batu dan mengamati aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Catatan lapangan dibuat untuk mendokumentasikan temuan observasi.

4.2.2. [bookmark: _TOC_250012]Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang telah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda, namun relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi bertujuan untuk memperoleh informasi kontekstual dan faktual yang mendukung data primer, serta memverifikasi keabsahan informasi yang diperoleh dari wawancara. Dokumen-dokumen resmi yang dianalisis meliputi:
1) Laporan Anggaran Desa. Laporan yang memberikan gambaran mengenai
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alokasi dan penggunaan dana desa.

2) Data Pokok Desa/Kelurahan Tanjung Batu. Laporan yang menyediakan informasi demografis, geografis, sarana prasarana, dan data aparatur desa yang digunakan untuk menyusun profil desa dan informan.
3) Dokumen Terkait Penggunaan dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES). Dokumen yang memberikan informasi mengenai prosedur, kebijakan, dan catatan penggunaan sistem tersebut.
4) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2022. Dokumen ini menjadi landasan hukum terkait implementasi transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa, memberikan kerangka regulasi yang relevan.
Analisis dokumen ini membantu peneliti memahami kerangka kerja operasional dan regulasi yang melandasi pengelolaan keuangan desa, serta memberikan data kuantitatif dan kualitatif yang melengkapi temuan dari wawancara dan observasi.

4.2.3. [bookmark: _TOC_250011]Validasi Data (Triangulasi Sumber)
Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber guna menjamin validitas serta kredibilitas data yang diperoleh. Proses triangulasi sumber dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang berbeda untuk memastikan dan memverifikasi kesamaan informasi. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara:
1) Membandingkan Informasi dari Berbagai Informan

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa (Bapak Husniansyah), dan Sekretaris Desa (Bapak Fitriansyah) dibandingkan dengan
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informasi dari Kaur Keuangan/Bendahara Desa (Bapak Habibi) mengenai topik yang sama, seperti kesiapan SDM, kendala infrastruktur, dan dampak sistem non-tunai. Konsistensi atau perbedaan dalam jawaban informan menjadi indikator validitas data.
2) Membandingkan Data Wawancara dengan Hasil Observasi

Temuan dari wawancara, misalnya mengenai ketersediaan infrastruktur atau proses kerja, dikonfirmasi dengan pengamatan langsung di lapangan. Jika informan menyatakan infrastruktur internet sudah stabil, observasi akan mencoba memverifikasi kondisi tersebut.
3) Membandingkan Data Primer dengan Data Sekunder

Informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi divalidasi dengan dokumen-dokumen resmi (data sekunder) seperti laporan anggaran desa, data pokok desa, dan peraturan terkait. Misalnya, pernyataan mengenai jenis transaksi non-tunai akan dikonfirmasi dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati.
Pentingnya pendekatan triangulasi sumber dalam penelitian kualitatif ditegaskan oleh Yin (2018), yang menyatakan bahwa metode ini membantu meningkatkan kepercayaan terhadap temuan penelitian melalui pengurangan bias dan memastikan bahwa kesimpulan berdasarkan bukti yang berasal dari berbagai perspektif.

4.2.4. [bookmark: _TOC_250010]Metode Pencatatan Data

Pencatatan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan kelengkapan dan akurasi informasi yang terkumpul. Metode pencatatan yang digunakan


meliputi:

1) Perekaman Audio

Seluruh sesi wawancara direkam menggunakan perangkat perekam audio setelah mendapatkan persetujuan dari informan. Perekaman ini berfungsi sebagai arsip primer yang akurat dari percakapan.
2) Transkripsi Wawancara

Rekaman audio wawancara ditranskrip secara verbatim (kata demi kata) untuk menghasilkan teks tertulis. Proses transkripsi ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara mendalam dan mengidentifikasi tema-tema kunci.
3) Catatan Lapangan

Selama observasi lapangan dan wawancara, peneliti membuat catatan lapangan yang berisi deskripsi detail tentang lingkungan, perilaku non-verbal informan, kesan awal, serta poin-poin penting yang muncul selama interaksi. Catatan ini membantu dalam mengingat konteks dan nuansa data.
4) Dokumentasi Foto/Video
Dokumentasi visual (foto atau video) dapat digunakan untuk merekam kondisi infrastruktur atau aktivitas yang diamati, sebagai pelengkap catatan lapangan.
5) Manajemen Dokumen
Dokumen sekunder dikelola secara terorganisir, dengan sistem penamaan file yang konsisten dan penyimpanan yang aman untuk memudahkan akses dan analisis.
4.2.5. [bookmark: _TOC_250009]Pendekatan Etika Penelitian

Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika penelitian untuk


melindungi hak dan kesejahteraan informan serta menjaga integritas ilmiah. Pendekatan etika yang diterapkan meliputi:
1) Persetujuan Berbasis Informasi. Sebelum wawancara dimulai, peneliti menjelaskan tujuan penelitian, prosedur pengumpulan data, potensi risiko dan manfaat, serta hak informan untuk menolak berpartisipasi atau menarik diri kapan saja. Persetujuan lisan atau tertulis diperoleh dari setiap informan.
2) Kerahasiaan (Confidentiality). Identitas informan dijaga kerahasiaannya.

Nama asli informan tidak akan disebutkan dalam laporan penelitian, dan informasi yang dapat mengidentifikasi mereka akan disamarkan atau dianonimkan. Data yang terkumpul hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian ini.
3) Anonimitas (Anonymity). Data disajikan secara anonim untuk mencegah identifikasi individu.
4) Objektivitas dan Netralitas. Peneliti berusaha menjaga objektivitas dan netralitas selama proses pengumpulan data, menghindari bias pribadi yang dapat memengaruhi interpretasi informasi dari informan.
5) Penghargaan terhadap Informan. Peneliti menunjukkan rasa hormat terhadap waktu, pandangan, dan pengalaman informan, menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi mereka untuk berbagi informasi.
Penerapan metode pencatatan yang sistematis dan kepatuhan terhadap etika penelitian memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya valid dan kredibel, tetapi juga diperoleh secara bertanggung jawab dan etis.


4.3. [bookmark: _TOC_250008]Hasil Penelitian

4.3.1. [bookmark: _TOC_250007]Pemahaman SDM terhadap Sistem Pembayaran Non-Tunai dan SISKEUDES
Temuan penelitian menunjukkan bahwa perangkat Desa Tanjung Batu memiliki pemahaman dasar mengenai konsep pembayaran non-tunai dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan desa. Pemahaman ini sebagian besar terbentuk dari kebijakan pemerintah yang mengharuskan peralihan sistem serta pelatihan yang telah diberikan.
1) Definisi dan Tujuan Pembayaran Non-Tunai

Informan memahami pembayaran non-tunai sebagai metode pembayaran yang melibatkan transfer dana melalui rekening bank, yang dianggap lebih mudah dan transparan. Kepala Desa, Bapak Husniyansyah, menjelaskan pemahamannya:
"Yang saya pahami pertama, dari sisi belanja operasional pemerintahan maupun infrastruktur fisik, yang saya ketahui bahwa tidak menggunakan transaksi secara langsung, dan ini sebenarnya dampaknya positif. Kepala desa juga lebih terjaga. Kalau dulu, kepala desa bersama kaur keuangan/bendahara mencairkan harus mengantre di bank, bawa uang tunai, kemudian membagi. Nah, selama ini alhamdulillah, ketika beralih ke sistem menggunakan aplikasi sistem digital, itu lebih praktis. Sehingga ketika transaksi proses keuangan sudah masuk ke kepala desa, kepala desa menyetujui, menandatangani, maka kaur keuangan, dalam hal ini Kantor Desa Tanjung Batu, Habibi,


itu langsung mentransfer ke pihak-pihak terkait. Itu yang saya ketahui terkait dengan pembayaran transaksi keuangan secara non-tunai. Nah, berikutnya, dalam beberapa waktu ke depan, kita akan mengedukasi, melatih warga juga memahami transaksi non-tunai. Salah satu program kerja dari mahasiswa KKN, termasuk Unmul, nanti akan mengedukasi, melatih warga, terutama UMKM, warung-warung, untuk menggunakan sistem pembayaran non-tunai nanti dengan menggunakan QRIS salah satunya. Itu yang saya ketahui tentang non- tunai."
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kemudahan, kepraktisan, dan personalisasi penerimaan dana menjadi aspek yang paling menonjol dalam pemahaman mereka. Sekretaris Desa, Bapak Fitriansyah, juga menegaskan kemudahan ini dengan menyatakan:
"Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang lebih mudah karena sistem transfer, jadi semuanya masuk di rekening personil atau perorangan masing-masing perangkat desa."
Senada dengan itu, Kaur Keuangan, Bapak Habibi, menambahkan bahwa sistem ini menghilangkan kebutuhan untuk menghitung uang tunai secara fisik, yang sebelumnya menjadi beban:
"Hampir 3 tahun sudah digunakan aplikasi dari pemerintah, jadi lebih simpel dan tidak perlu hitung uang, jadi tinggal klik saja."
2) Jenis Transaksi yang Menggunakan Non-Tunai

Penggunaan pembayaran non-tunai di Desa Tanjung Batu sudah diatur secara


sistemtis untuk jenis pengeluaran tertentu. Kepala Desa, Bapak Husniyansyah, merinci penggunaannya secara komprehensif:
"Kalau untuk yang sistem aplikasi transaksi keuangan pemerintah desa, yaitu yang sudah berlaku rutin, ini adalah dari total anggaran itu kan ada persentase, terutama yang 30% dari ADD, itu kan operasional pemerintahan. Nah, operasional pemerintahan itu tadi salah satunya adalah gaji, tunjangan, baik untuk Kades, BPD, perangkat desa, Kasi, Kaur, Sekdes, termasuk staf sampai keseluruhan lembaga. Nah, itu yang sudah berjalan. Selanjutnya, sama dalam hal pembayaran pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini, baik untuk pengadaan program-program bantuan seperti perikanan, kemudian alat mesin pertanian, kemudian bantuan-bantuan lainnya, termasuk pengadaan untuk fasilitas kantor. Nah, itu semua menggunakan transaksi non-tunai. Terakhir, di infrastruktur fisik, sama. Kami tadi rapat dengan rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan pembangunan posyandu, sistemnya sama. Kita melihat dari perencanaan, itu kan ada kode rekening. Nah, kode rekening inilah nanti menyesuaikan mana yang alokasi anggaran untuk belanja barang, mana yang untuk belanja jasa. Nah, belanja jasa ini kan terkait dengan upah. Jadi, semua mayoritas sudah transaksi non-tunai."
Penjelasan Bapak Husniyansyah menunjukkan pola penggunaan non-tunai yang luas, mencakup operasional pemerintahan, gaji, tunjangan, pengadaan barang dan jasa, hingga pembayaran untuk proyek infrastruktur fisik. Hal ini


diperkuat oleh Sekretaris Desa, Bapak Fitriansyah, yang lebih spesifik merinci penggunaannya:
"Pembayaran non tunai digunakan untuk membayar siltap, tunjangan, uang makan, serta pengadaan barang di kantor yang di atas 2 juta."
Keterangan dari kedua informan ini sejalan dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2022 yang mewajibkan transfer bank untuk pengeluaran di atas Rp5.000.000,00 dan memungkinkan untuk pengeluaran di bawahnya. Penggunaan untuk gaji dan tunjangan menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam pembayaran hak-hak perangkat desa. Makna yang dapat ditarik adalah bahwa Desa Tanjung Batu telah mengadopsi sistem non- tunai secara menyeluruh untuk berbagai jenis pengeluaran, menunjukkan tingkat implementasi yang tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
3) Pemahaman dan Kesiapan Mengoperasikan SISKEUDES

Terkait dengan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES), informan menyatakan bahwa aplikasi tersebut sudah mendukung transaksi non-tunai. Kesiapan dalam mengoperasikan sistem ini, terutama bagi Kaur Keuangan, telah meningkat seiring waktu dan melalui pelatihan. Kepala Desa, Bapak Husniyansyah, menunjukkan optimisme terhadap kesiapan perangkatnya:
"Tentu kita optimis bahwa perubahan sistem harus disambut dengan kesiapan. Makanya, kami selama ini menentukan rutin pemerintahan desa itu pemilik dari orang-orang yang memang memenuhi syarat, baik itu secara aturan hukum, persyaratan usia, persyaratan pendidikan,


kemampuan, keterampilan kerjanya. Sehingga, alhamdulillah, Tanjung Batu sampai dengan tahun keenam sama menjabat sudah bisa menyesuaikan, dan keterlambatan anggaran bisa kita antisipasi sebagai bukti bahwa perangkat desa sudah mampu melaksanakan sistem keuangan secara non-tunai."
Pernyataan Bapak Husniyansyah menyoroti pola rekrutmen SDM yang berkualitas dan kemampuan adaptasi perangkat desa sebagai faktor kunci kesiapan. Sekretaris Desa, Bapak Fitriansyah, juga mengakui adanya dorongan eksternal yang mengharuskan kesiapan ini:
"Siap tidak siap karena memang diharuskan sudah harus siap karena dari pemerintahan desa yang mengadakan dan kita mengikuti pemerintah yang di atas juga yang mengharuskan kita belanja non tunai atau gaji non tunai."
Kaur Keuangan, Bapak Habibi, mengungkapkan proses adaptasinya yang lebih personal:
"Untuk pertama kali memang tidak siap karena masih adaptasi dengan sistem baru, yang awalnya tidak terbiasa sekarang menjadi terbiasa, jadi sudah siap."
Pengalaman ini menunjukkan bahwa kesiapan bukan hanya tentang pengetahuan awal, tetapi juga tentang proses adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Pelatihan yang didampingi oleh pihak bank terkait juga berperan penting dalam membangun kepercayaan diri perangkat desa dalam mengoperasikan sistem, seperti yang dikonfirmasi oleh Bapak Fitriansyah:




"Sudah, bendahara kita sudah dilatih oleh operator siskeudes (sistem keuangan desa)."

4.3.2. Implikasi Peralihan Sistem Pembayaran Non-Tunai dalam Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa
Peralihan ke sistem pembayaran non-tunai membawa implikasi signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa, baik dari segi kemudahan, keamanan, transparansi, maupun tantangan operasional.
1) Peningkatan Keamanan dan Transparansi

Salah satu manfaat paling dirasakan dari sistem non-tunai adalah peningkatan keamanan dan transparansi. Kepala Desa, Bapak Husniyansyah, secara implisit menyatakan dampak positif ini dengan merasa "lebih terjaga" dan prosesnya "lebih praktis" karena tidak lagi melibatkan penanganan uang tunai dalam jumlah besar. Kaur Keuangan, Bapak Habibi, secara tegas menyatakan:
"Lebih transparan, karena memang ketika kita mentransfer harus ada buktinya dan tidak ada rekayasa."
Pengalaman sebelumnya yang mengharuskan pengambilan dan penyimpanan uang tunai dalam jumlah besar menimbulkan kekhawatiran akan keamanan. Dengan sistem transfer, risiko kehilangan atau penyalahgunaan dana secara fisik berkurang drastis. Bukti transfer yang tercatat secara digital juga meminimalkan potensi rekayasa dan meningkatkan akuntabilitas.
2) Efisiensi dan Kemudahan Proses

Sistem non-tunai dianggap lebih efisien dan mudah dalam proses administrasi.
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Kepala Desa, Bapak Husniyansyah, menyebutkan bahwa prosesnya "lebih praktis" dan memungkinkan Kaur Keuangan untuk "langsung mentransfer ke pihak-pihak terkait." Kaur Keuangan, Bapak Habibi, juga menyatakan kemudahan ini:
"Lebih simpel dan tidak perlu hitung uang, jadi tinggal klik saja."

Hal ini mengurangi beban kerja manual dan potensi kesalahan perhitungan. Meskipun demikian, ada pengakuan bahwa proses penginputan untuk pembayaran perorangan bisa memakan waktu lebih lama, menunjukkan adanya trade-off antara kemudahan umum dan detail operasional.
3) Tantangan Infrastruktur dan Aplikasi

Meskipun ada peningkatan, kendala infrastruktur dan stabilitas aplikasi menjadi tantangan utama yang memengaruhi kelancaran proses. Kepala Desa, Bapak Husniyansyah, mengakui adanya kendala, meskipun tidak terlalu signifikan:
"Kalau kendala, saya rasa tidak ada, paling ketika terjadi listrik tiba- tiba padam, kemudian jaringan, itu salah satu kendala/hambatan selama ini. Selebihnya, saya rasa tidak ada, terkait dengan kemampuan SDM desa sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut."
Namun, Sekretaris Desa, Bapak Fitriansyah, mengidentifikasi masalah ini sebagai kendala paling menonjol:
"Kendalanya yaitu gangguan aplikasi dan jaringan internet saja, karena kalau jaringannya tidak ada maka tidak bisa kita transfer untuk siltap dan pembayaran tidak bisa di akses."
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Gangguan jaringan internet di desa dapat menyebabkan penundaan transaksi dan menghambat akses ke sistem. Bapak Habibi juga sependapat dengan hal tersebut:
"Yang kedua yaitu jaringan di desa yang agak sulit, jadi terkendala di dalam proses transaksinya. Kadang aplikasinya juga mengalami gangguan, jadi tidak bisa langsung pada momen tertentu dan bisa tertunda dan error."
Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur dasar (komputer, internet gratis desa) sudah tersedia, stabilitas dan keandalan koneksi masih menjadi isu krusial yang perlu perhatian lebih lanjut.
4) Adaptasi Masyarakat dan Perangkat Desa

Tanggapan awal dari masyarakat dan perangkat desa terhadap perubahan ini bervariasi. Kepala Desa, Bapak Husniyansyah, memiliki harapan untuk terus mengedukasi masyarakat:
"Harapan ke depan, tentu untuk masyarakat terutama, harus terus kita latih, kita edukasi kenapa lebih aman transaksi secara non-tunai dari sisi keamanannya, kemudian akurasi ketepatan pembayarannya, kemudian tentu aplikasi non-tunai itu bisa berlangsung di banyak tempat di desa ini untuk memudahkan pelayanan."
Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses adaptasi masyarakat masih berlangsung dan memerlukan edukasi berkelanjutan. Bapak Habibi menjelaskan bahwa pada awalnya, masyarakat mungkin merasa "ribet" karena keharusan membuka rekening bank. Namun, seiring waktu, mereka mulai


memahami manfaatnya:

"Pertama-tama mungkin ribet ya karena pasti harus buka rekening bagi yang tidak punya rekening. Namun seiring waktu, mereka paham karena memang lebih simpel."
Ini menunjukkan adanya kurva pembelajaran dan adaptasi yang diperlukan, baik bagi perangkat desa maupun masyarakat penerima dana. Kesiapan perangkat desa, seperti yang diungkapkan Bapak Fitriansyah adalah "siap tidak siap karena memang diharuskan sudah harus siap," mencerminkan adanya dorongan kebijakan dari pemerintah atasan yang mendorong adaptasi ini.
5) Harapan untuk Perbaikan Sistem

Informan memiliki harapan yang jelas untuk perbaikan sistem di masa depan. Kepala Desa, Bapak Husniyansyah, berharap agar edukasi kepada masyarakat terus dilakukan dan aplikasi non-tunai dapat digunakan di lebih banyak tempat untuk memudahkan pelayanan. Sekretaris Desa, Bapak Fitriansyah, berharap sistem keuangan ini dapat terus berlanjut dan jaringan internet menjadi lebih baik:
"Untuk kedepannya diharapkan bisa terus berlanjut untuk sistem keuangan ini agar bisa lebih baik lagi dan jaringan internetnya juga lebih bagus."
Sementara itu, Bapak Habibi menyarankan agar aplikasi yang disediakan pemerintah lebih stabil, disederhanakan, dan memiliki lebih banyak inovasi untuk kegiatan lain:


"Mungkin dari tingkat aplikasi yang disediakan oleh pemerintah agar lebih stabil lagi dan disimpelkan, jadi tidak rumit serta lebih banyak inovasi untuk kegiatan yang lain."
Harapan tersebut menekankan pentingnya perbaikan aspek teknis dan fungsi sistem guna menunjang pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan yang terus berkembang.
Secara umum, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Desa Tanjung Batu telah berhasil menerapkan sistem pembayaran non-tunai serta SISKEUDES dengan tingkat pemahaman yang cukup baik di antara perangkat desa. Namun, kendala pada stabilitas infrastruktur dan aplikasi masih menjadi hambatan utama yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa.
4.4. [bookmark: _TOC_250006]Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode tematik, yang terdiri atas tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis ini berlangsung secara terus-menerus dan berulang sejak tahap pengumpulan data hingga penulisan laporan akhir. Teori-teori yang telah diuraikan pada Bab II dijadikan kerangka analisis untuk menafsirkan hasil penelitian serta menghubungkannya dengan konsep-konsep penting seperti pengelolaan keuangan desa, peran sumber daya manusia, sistem informasi keuangan desa, dan pembayaran non-tunai.


4.4.1. [bookmark: _TOC_250005]Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, menyeleksi informasi utama, memusatkan perhatian pada aspek penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Identifikasi Tema Utama

Peneliti membaca dan meninjau ulang seluruh transkrip wawancara dan catatan observasi. Informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian (pemahaman SDM dan implikasi peralihan sistem non-tunai) diidentifikasi.
2) Pengkodean (Coding)

Data dikodekan berdasarkan kategori-kategori yang muncul secara induktif dari data itu sendiri (misalnya, "pemahaman non-tunai," "kendala jaringan," "manfaat transparansi") dan secara deduktif dari kerangka teori (misalnya, "kesiapan SDM," "infrastruktur teknologi," "akuntabilitas").
3) Penyaringan Data
Informasi yang berulang, tidak relevan, atau tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman fenomena penelitian disisihkan. Misalnya, detail percakapan yang tidak terkait langsung dengan pengelolaan keuangan desa.
4) Pengelompokan Data

Data yang telah direduksi kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema yang lebih besar, seperti "Kesiapan SDM," "Infrastruktur dan Aplikasi," "Manfaat Sistem Non-Tunai," dan "Tantangan Implementasi."


Hasil reduksi data ini menghasilkan inti informasi yang lebih terfokus dan terorganisir, siap untuk tahap penyajian.
4.4.2. [bookmark: _TOC_250004]Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang diperkaya dengan kutipan langsung dari informan, sebagaimana telah disajikan pada bagian 4.3. Penyajian ini bertujuan untuk:
1) Mengorganisir Temuan

Menyajikan data secara sistematis berdasarkan tema-tema yang telah direduksi, seperti pemahaman SDM, jenis transaksi non-tunai, kesiapan infrastruktur, kendala, dan harapan.
2) Menggambarkan Pola dan Hubungan

Menunjukkan bagaimana berbagai elemen data saling terkait dan membentuk pola tertentu. Misalnya, hubungan antara ketersediaan pelatihan dan tingkat kesiapan SDM, atau antara stabilitas jaringan dan kelancaran transaksi.
3) Memberikan Konteks
Kutipan langsung dari informan memberikan suara kepada data, memungkinkan pembaca untuk memahami pengalaman dan perspektif informan secara langsung.
Penyajian data ini berfungsi sebagai jembatan antara data mentah dan interpretasi yang lebih mendalam pada tahap penarikan kesimpulan.


4.4.3. [bookmark: _TOC_250003]Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan melibatkan interpretasi makna dari data yang telah direduksi dan disajikan, serta verifikasi kesimpulan tersebut dengan kembali ke data asli (Abdussamad, 2021). Kesimpulan yang ditarik diverifikasi dengan kembali meninjau data asli (transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen). Misalnya, klaim tentang peningkatan transparansi didukung oleh pernyataan informan mengenai bukti transfer dan tidak adanya rekayasa. Kendala jaringan dikonfirmasi oleh pernyataan kedua informan. Proses verifikasi ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh bukti empiris yang kuat dari lapangan. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini dikaitkan secara eksplisit dengan landasan teori dari Bab II.
1) Tingkat Pemahaman SDM Desa Tanjung Batu dalam Mengelola Sistem Informasi Keuangan Desa dan Pembayaran Non-Tunai
Temuan menunjukkan bahwa SDM di Desa Tanjung Batu, khususnya Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan, memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep dan operasional sistem pembayaran non-tunai serta aplikasi SISKEUDES. Pemahaman ini tidak datang secara instan, melainkan melalui proses adaptasi dan pelatihan. Kaur Keuangan, Bapak Habibi, menyatakan, "untuk pertama kali memang tidak siap karena masih adaptasi dengan sistem baru, yang awalnya tidak terbiasa sekarang menjadi terbiasa, jadi sudah siap." Hal ini sejalan dengan teori Peran Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Meylid & Yuliani, 2024), yang menekankan pentingnya kompetensi dan pengetahuan perangkat desa dalam mengelola anggaran dan


prosedur yang berlaku. Pelatihan yang diberikan oleh operator SISKEUDES dan pihak bank terkait sangat krusial dalam meningkatkan kapasitas SDM, sebagaimana ditegaskan oleh Sunaryadi et al. (2021) bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan adalah investasi penting untuk tata kelola keuangan yang baik.
Meskipun pemahaman operasional sudah terbentuk, ada indikasi bahwa pemahaman mendalam tentang potensi penuh sistem atau inovasi lebih lanjut masih perlu ditingkatkan, seperti harapan Bapak Habibi agar aplikasi "lebih banyak inovasi untuk kegiatan yang lain." Ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM harus bersifat berkelanjutan, tidak hanya terbatas pada penguasaan dasar operasional.
2) Implikasi Peralihan Sistem Pembayaran Non-Tunai dalam Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa.
Peralihan ke sistem pembayaran non-tunai di Desa Tanjung Batu memiliki implikasi positif yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Bapak Habibi secara eksplisit menyatakan bahwa sistem ini "lebih transparan, karena memang ketika kita mentransfer harus ada buktinya dan tidak ada rekayasa." Pernyataan ini mendukung argumen Widayati (2024) yang menunjukkan bahwa transaksi non-tunai berpengaruh positif terhadap pengawasan dan transparansi, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Transparansi ini juga sejalan dengan prinsip Pengelolaan Keuangan Desa yang harus berlandaskan asas transparan dan akuntabel


(Badrudin & Siregar, 2021; Flambonita et al., 2022).

Efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan ketidakstabilan aplikasi. Sekretaris Desa, Bapak Fitriansyah, menyoroti "gangguan aplikasi dan jaringan internet saja" sebagai kendala utama. Hal ini konsisten dengan temuan Nasution (2022) dan Mahin (2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan akses internet dan kurangnya pemahaman aparat desa terhadap teknologi informasi menjadi kendala utama dalam implementasi sistem informasi keuangan desa. Meskipun Desa Tanjung Batu telah mendapatkan dukungan berupa internet gratis desa, stabilitas jaringan masih menjadi isu. Ini menunjukkan bahwa meskipun Sistem Informasi Keuangan Desa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi (Sinaga et al., 2022), keberhasilannya sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai dan stabil, sebagaimana ditekankan oleh Haryono & Jering (2020) terkait prasyarat jaringan internet yang handal.
Selain itu, peralihan ini juga memengaruhi partisipasi masyarakat. Awalnya, masyarakat mungkin merasa "ribet" karena harus membuka rekening, namun seiring waktu mereka "paham karena memang lebih simpel." Ini mencerminkan proses adaptasi sosial terhadap inovasi teknologi. Meskipun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa penting untuk pengawasan (Indriani et al., 2019), aspek ini perlu terus didorong agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga pengawas aktif.
Analisis data secara menyeluruh menunjukkan bahwa Desa Tanjung Batu telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam penerapan sistem pembayaran


non-tunai dan SISKEUDES, yang didukung oleh peningkatan pemahaman SDM serta dukungan dari pemerintah daerah. Namun, permasalahan pada infrastruktur dan stabilitas sistem masih menjadi fokus utama yang harus diperhatikan lebih dalam demi mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa serta memastikan tata kelola yang sepenuhnya transparan dan akuntabel.
4.5. [bookmark: _TOC_250002]Pembahasan

4.5.1. Kesiapan SDM dalam Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Desa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perangkat Desa Tanjung Batu, khususnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan, telah mencapai tingkat kesiapan yang memadai dalam mengoperasikan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) dan sistem pembayaran non-tunai. Kesiapan tersebut ditandai oleh kemampuan beradaptasi dan peningkatan pemahaman operasional yang berkembang seiring waktu, dengan dukungan pelatihan. Bapak Habibi, selaku Kaur Keuangan, menyatakan bahwa walaupun pada awalnya merasa belum siap, ia pada akhirnya menjadi terbiasa dan siap setelah beradaptasi dengan sistem baru.
Fenomena ini konsisten dengan literatur yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM dalam implementasi sistem informasi. Sunaryadi et al. (2021) menegaskan bahwa kompetensi SDM aparatur desa yang memadai adalah kunci keberhasilan pengelolaan dana desa sesuai prosedur. Di Desa Tanjung Batu, pelatihan yang difasilitasi oleh operator SISKEUDES bersama pihak bank memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Istanto dan Mursyidah (2024) yang menyoroti pentingnya komunikasi efektif dan kerja sama birokrasi dalam mendukung operasionalisasi
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aplikasi SISKEUDES untuk mencapai transparansi.

Kesiapan di bidang operasional terbilang baik, tetapi ada kecenderungan pemahaman SDM yang masih terbatas pada aspek teknis penggunaan aplikasi. Harapan Bapak Habibi agar aplikasi "lebih banyak inovasi untuk kegiatan yang lain" menunjukkan bahwa pemahaman strategis tentang bagaimana sistem dapat dioptimalkan untuk tujuan yang lebih luas (misalnya, analisis data keuangan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik) mungkin belum sepenuhnya tercapai. Ini mengindikasikan bahwa pengembangan SDM harus bersifat berkelanjutan, tidak hanya terbatas pada penguasaan dasar operasional. Penelitian oleh Mahin (2024) juga menggarisbawahi bahwa kurangnya pemahaman aparat desa terhadap teknologi informasi dapat menghambat optimalisasi sistem, meskipun dalam kasus Desa Tanjung Batu, pemahaman dasar sudah ada, tantangan mungkin bergeser ke pemanfaatan yang lebih mendalam.
4.5.2. Implikasi Peralihan Sistem Pembayaran Non-Tunai dalam Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa
Peralihan dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai di Desa Tanjung Batu telah membawa pengaruh positif yang besar terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Informan secara konsisten menyatakan bahwa sistem non-tunai "lebih transparan, karena memang ketika kita mentransfer harus ada buktinya dan tidak ada rekayasa." Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Widayati (2024) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara penggunaan transaksi non-tunai dengan peningkatan  pengawasan  serta  transparansi,  yang  secara  tidak  langsung
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memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi ini juga sejalan dengan prinsip good governance yang diupayakan dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana disinggung oleh Husain (2018) dalam konteks Kabupaten Gowa. Kepala Desa, Bapak Husniyansyah, juga merasakan manfaat yang ditimbulkan ini, menyatakan bahwa sistem digital "lebih praktis" dan membuat "Kepala desa juga lebih terjaga" dari potensi masalah yang terkait dengan penanganan uang tunai.
Efektivitas tersebut tetap menghadapi sejumlah hambatan dalam penerapannya. Kendala utama yang dihadapi adalah stabilitas infrastruktur jaringan internet dan gangguan aplikasi. Kepala Desa, Bapak Husniyansyah, mengakui adanya kendala, meskipun ia menganggapnya sebagai hal yang relatif kecil: "Kalau kendala, saya rasa tidak ada, paling ketika terjadi listrik tiba-tiba padam, kemudian jaringan, itu salah satu kendala/hambatan selama ini. Selebihnya, saya rasa tidak ada, terkait dengan kemampuan SDM desa sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut." Namun, Sekretaris Desa, Bapak Fitriansyah, secara eksplisit menyebutkan bahwa "kalau jaringannya tidak ada maka tidak bisa kita transfer untuk siltap dan pembayaran tidak bisa di akses." Hal ini mengkonfirmasi temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya akses internet yang tidak merata, menjadi tantangan signifikan dalam implementasi sistem pembayaran non-tunai (Haryono & Jering, 2020; Nasution, 2022). Walaupun Desa Tanjung Batu sudah memperoleh layanan internet gratis, persoalan terkait kestabilan koneksi masih menjadi perhatian utama. Hal ini menegaskan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  tidak  cukup  hanya  pada


ketersediaannya, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan keandalannya.

Perbedaan signifikan antara temuan ini dengan beberapa penelitian terdahulu terletak pada tingkat kesiapan desa. Nada (2024) menemukan bahwa transaksi non-tunai di Desa Banjar Negeri belum sepenuhnya diterapkan karena pemerintah desa belum siap, dan hanya digunakan untuk pembayaran gaji/honor. Sementara itu, di Desa Tanjung Batu, implementasi non-tunai sudah lebih luas, mencakup pengadaan barang di atas Rp2 juta, dan perangkat desa menunjukkan kesiapan yang lebih tinggi. Kepala Desa, Bapak Husniyansyah, menjelaskan bahwa dukungan pemerintah daerah, seperti program Bupati Edi Damansyah yang mendorong pelayanan tersistem dan aplikasi seperti ATKPD (Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Desa), serta pelatihan berkala, telah berkontribusi pada kemajuan ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh dukungan pemerintah daerah yang lebih proaktif dalam memberikan pelatihan dan fasilitas, serta komitmen internal desa untuk beradaptasi.
Peneliti menilai bahwa meskipun sistem non-tunai memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun realisasi potensi ini sangat bergantung pada dukungan ekosistem yang kuat, termasuk kesiapan SDM, regulasi yang jelas, dan infrastruktur teknologi yang stabil dan dapat diandalkan. Tanpa infrastruktur yang memadai, bahkan SDM yang paling siap sekalipun akan menghadapi kendala operasional yang dapat menghambat efektivitas sistem. Selain itu, tanggapan masyarakat yang awalnya merasa "ribet" namun kemudian "paham karena memang lebih simpel" menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat juga merupakan komponen penting dalam


keberhasilan transisi ini, agar partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa dapat lebih optimal (Setiawan & Supriyanti, 2024).
Pembahasan ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan implementasi sistem pembayaran non-tunai di tingkat desa adalah hasil interaksi kompleks antara faktor manusia, teknologi, dan kelembagaan. Desa Tanjung Batu telah menunjukkan kemajuan yang patut dicontoh, namun tantangan yang tersisa, terutama terkait infrastruktur, memerlukan perhatian berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan.


[bookmark: _TOC_250001]BAB V PENUTUP


5.1. [bookmark: _TOC_250000]Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam peralihan sistem pembayaran tunai ke non-tunai pada pengelolaan keuangan Desa Tanjung Batu, khususnya melalui implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, pemahaman, dan tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa. Penelitian ini menggunakan analisis tematik sebagai alat analisisnya.
Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Tingkat pemahaman SDM terhadap sistem informasi keuangan desa dan sistem pembayaran non-tunai menunjukkan kesiapan yang cukup memadai. Aparatur desa, khususnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan, telah memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi SISKEUDES serta sistem transfer non-tunai. Hal ini dicapai melalui proses adaptasi, pelatihan dari pihak bank, dan penggunaan sistem secara berkelanjutan sejak beberapa tahun terakhir. Pemahaman awal yang masih terbatas telah berkembang menjadi keterampilan operasional yang lebih baik.
2. Peralihan dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai berperan meningkatkan
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efektivitas pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pembayaran berbasis transfer meminimalkan potensi penyalahgunaan dana dan mempercepat proses pencairan. Keberadaan bukti transfer elektronik menjadi alat kontrol yang signifikan. Namun, keberhasilan sistem ini masih terhambat oleh kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet dan ketidakstabilan aplikasi, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan transaksi.
Secara keseluruhan, kesiapan SDM dan penerapan sistem non-tunai di Desa Tanjung Batu dapat dikatakan berkembang dengan baik, walaupun belum sepenuhnya optimal. Peningkatan infrastruktur dan penguatan sistem menjadi langkah strategis yang penting untuk mendukung efektivitas pengelolaan keuangan desa.

5.2. Saran untuk Penelitian Berikutnya

Saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya yaitu disarankan agar cakupan studi diperluas tidak hanya pada satu desa, tetapi melibatkan beberapa desa dengan kondisi geografis, infrastruktur, dan tingkat kesiapan SDM yang berbeda. Penelitian selanjutnya juga dapat memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar dapat mengukur sejauh mana pengaruh implementasi sistem non- tunai terhadap kinerja keuangan desa secara empiris. Selain itu, penelitian mendatang dapat fokus pada evaluasi kebijakan daerah, efektivitas pelatihan, dan dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran desa.
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5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan, agar dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:
1. Terbatas pada satu lokasi studi

Penelitian hanya dilakukan di Desa Tanjung Batu sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke desa-desa lain yang memiliki karakteristik berbeda dalam aspek geografis, infrastruktur, dan kapasitas SDM.
2. Jumlah informan terbatas

Wawancara mendalam hanya dilakukan kepada tiga informan utama, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan. Meskipun informan tersebut mewakili peran kunci, pandangan dari perangkat desa lainnya atau masyarakat belum tergali secara menyeluruh.
3. Fokus pada aspek kesiapan SDM dan belum mengevaluasi secara kuantitatif kinerja keuangan
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif sehingga tidak mengukur secara numerik efektivitas atau efisiensi anggaran pasca-implementasi sistem non- tunai.
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